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BAB III  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan 

dan permasalahan yang diangkat pada penulisan hukum ini, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketidakjelasan kebijakan hukum 

mengenai siapa yang memberikan upaya rehabilitasi anak korban tindak pidana 

kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana anak. Secara normatif belum 

ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan upaya 

rehabilitasi kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada tiap 

daerah ada yang diatur dalam Peraturan Gubernur yang dalam salah satu 

kewenangannya dapat menjadi dasar hukum dalam memberikan upaya 

rehabilitasi kepada anak korban. 

B. Saran 

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan diatas, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi seyogyanya dapat menyusun naskah akademik 

sebagai acuan penyusunan RUU yang mengatur hak rehabilitasi 

korban. Dalam Bab Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-

Undangan Terkaitnya menyebutkan bahwa belum ada aturan terkait 

siapa yang berwenang memberikan upaya rehabilitasi kepada anak 
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korban. Oleh karena itu, diperlukan aturan mengenai siapa yang 

berwenang dalam memberikan upaya rehabilitasi kepada anak 

korban. 

2. Bagi presiden seyogyanya dapat menyusun peraturan presiden untuk 

mengatur pelaksanaan rehabilitasi korban yang didalamnya memuat 

aturan terkait siapa yang berwenang dalam memberikan upaya 

rehabilitasi kepada anak korban sesuai dengan perintah Pasal 90 ayat 

(2) UU SPPA sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.  

3. Bagi aparat penegak hukum seyogyanya dalam menangani anak 

korban tindak pidana memperhatikan hak-hak anak korban dalam 

keseluruhan proses penyelesaian perkara sebagaimana dijamin dalam 

peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan diberikannya 

hak rehabilitas korban oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan 

korban.  

4. Bagi masyarakat seyogyanya menambah pengetahuan masyarakat 

mengenai hak upaya rehabilitasi yang dimiliki anak korban tindak 

pidana kekerasan seksual agar anak korban dapat pulih kembali 

fungsi sosialnya. Selain itu, masyarakat seyogyanya dapat 

menghilangan stigma yang ada di lingkungan masyarakat terhadap 

anak korban tindak pidana kekerasan seksual dibutuhkan dalam 

mendukung fungsi sosial anak korban dapat pulih kembali. 
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